
WALIKOTA BAT AM 
PRO PINS! KEPULAUAN RIAU 

PERATURAN WALIKOTA BATAM 
NOMOR Gq TAHUN 2017 

TENTANG 

fATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BAT AM, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah se bagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 
2016 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 13antuan 
Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah; 

b. bahwa dalam rangka penyempurnaan P·~raturan 
Walikota Batam Nomor 17 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban 
Hibah dan Bantuan Sosial, maka perlu d:.lakukan 
perubahan terhadap Peraturan Walikot<:L Batam 
Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah dan 
Bantuan Sosial; 

c. bahwa untuk melaksanakan k~tentuan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, 
maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang 
Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 
17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembenan Dan 
Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan :3osial; 

I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten 
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten 
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam 
(Lembaran Negara Repu blik Indonesia Talr~n 1999 
Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diu bah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
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Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga 
atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 
tentang Pembentukan Kabupaten Pe:alawan, 
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokc.n Hilir, 
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Ka Jupaten 
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota 
Batam (Lembaran Negara Republik Irdonesia 
Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lernbaran 
Negera Republik Indonesia Nomor 4880); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 l:entang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara f!epublik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang· Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5272); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, Sebagaimana telah diubah bebeHtpa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalarr:_ Negeri 
Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahar Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri N,)mor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara f(~epublik 

Indonesia Tahun 20 I 0 Nomor 330); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2011 ten tang Pedoman Pemberian Hi bah dan 
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah seb::tgaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 
2016 tentang Perubahan Kedua Atas F'eraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tah'.ln 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pe:1dapatan 
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 20I6 Nomor 541); 

7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor :::: Tahun 
2015 ten tang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Batarr:_ Tahun 
2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daetah Kota 
Batam Nomor 100); 
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Menetapkan : 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA 
PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 
DAN BANTUAN SOSIAL. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

CARA 
HIBAH 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Batam. 

2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut 
Pemerintah adalah Presiden Republik hdonesia 
yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara 
Republik Indonesia sebagaimana dimakst:d dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik hdonesia 
Tahun 1945 beserta kementerian dan lembaga 
pemerintah non kementerian. 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintt.h Kota 
Batam. 

4. Pemerintah Daerah lainnya adalah Pe-lterintah 
Daerah di dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, selain Pemerintah Kota Batam. 

5. Walikota adalah Walikota Batam. 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerab 
selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam. 

yang 
Dewan 

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota 
Batam. 

8. Inspektur adalah Inspektur pada ln:,pektorat 
Daerah Kota Batam. 

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah Satuan Kerja f'erangkat 
Daerah eli lingkungan Pemerintah Kota Ba·:am. 

10. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daenh yang 
selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala 
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan 
Pemerintah Kota Batam selaku p:mgguna 
anggaran/barang. 

11. lnstansi Vertikal adalah SatuanjUni·: Kerja 
Pemerintah Pusat yang berkedudukan di daerah 
atau yang wilayah administratifnya berada dalam 
wilayah Kota Batam. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nega_ra yang 
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana 
keuangan tahunan Pemerintahan Negara yang 
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 



13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae·ah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 
keuangan tahunan Pemerintah Daera:1 yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Per:1erintah 
Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang 
selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala 
Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah 
yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
APBD dan bertindak sebagai Bendahara Urnurn 
Daerah. 

15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang 
selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokurnen 
perencanaan dan penganggaran yan.s berisi 
program, kegiatan dan anggaran SKPD. 

16. Rencana Kerja dan Anggaran PPKC> yang 
selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana 
kerja dan anggaran bagian keuangar. selaku 
Bendahara Umum Daerah. 

17. Tim Anggaran Pemerintah Daerab yang 
selanjutnya disingkat TAPD, adalah t m yang 
dibentuk dengan Keputusan Walikcta dan 
dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai 
tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan 
Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD 
yang anggotanya terdiri dari pejabat p~rencana 
daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan 
kebutuhan. 

18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD 
yang selanjutnya disingkat DFA-PPKD 
merupakan dokumen pelaksanaan anggaran 
Badan(Dinasflnspektorat Daerah(Satuan Polisi 
Parnong Praja/ Sekretariat Daerah/DPRD pada 
PPKD selaku Bendahara Umum Daerah. 

19. Dokurnen Pelaksanaan Anggaran SKF'D yang 
selanjutnya disingkat DPA-SKPD rnempakan 
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja 
setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan oleh pengguna anggaran. 

20. Kebijakan Umum Anggaran yang selc,njutnya 
disingkat KUA adalah dokumen yang memuat 
kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya 
untuk periode 1 (satu) tahun. 

21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementa:~a yang 
selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan 
program prioritas dan patokan batas rr.aksimal 
anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk 
setiap program sebagai acuan dalam peryusunan 
RKA-SKPD sebelurn disepakati dengan DPR.D. 



22. Hibah adalah pemberian uangfbarang atm jasa 
dari Pemerintah Daerah kepada Pemerinta1 Pusat 
atau Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik 
Negara(Badan Usaha Milik Daerah, 3adan, 
Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang 
berbadan hukum Indonesia, yang secara ~·pesifik 
telah ditetapkan peruntukkannya, bersifHL tidak 
wajib dan tidak mengikat, serta tidak seca ~a terus 
menerus yang bertujuan untuk menunjang 
penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah. 

23. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya 
disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah 
yang bersumber dari Anggaran Pendapai.an dan 
Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan 
penerima hibah. 

24. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa 
uang/ barang dari Pemerintah Daerah kepada 
individu, keluarga, kelompok d:mjatau 
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus 
menerus dan selektif yang bertujuan untuk 
melindungi dari kemungkinan terjadinyH resiko 
sosial. 

25. Penerima hibah adalah Pemerintah Pusat, 
Pemerntah Oaerah lainnya, Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD), Badan, Lembaga dan/ a tau Organisasi 
Masyarakat yang berbadan hukum lndone~>ia, yang 
dianggarkan didalam APBD untuk menerinn. hibah 
dari Pemerintah Daerah. 

26. Penerima bantuan sosial adalah anggotafkelompok 
masyarakat, yang dianggarkan didalam APBD 
untuk menerima bantuan sosial dari Petr.erintah 
Daerah. 

27. Resiko so sial adalah kejadian a tau peristiwa yang 
dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan 
sosial yang ditanggung oleh individu, 1:eluarga, 
kelompok dan/ a tau masyarakat sebagai dampak 
krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, 
fenomena alam dan bencana alam yang j~ ka tidak 
diberikan belanja bantuan sosial akan 8emakin 
terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi 
wajar. 

28. Organisasi Kemasyarakatan yang sellnjutnya 
disebut Ormas adalah Organisasi yang :lidirikan 
dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela 
berdasarkan kesamaan asp1rasi, k·~hendak, 
kebutuhan, kepentingan, kegiatan, daL tujuan 
untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi 
tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 



29. Masyarakat adalah kelompok orang yang dengan 
kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk 
menjalankan sebuah kegiatan bersama dalam 
bidang perekonomian, pendidikan, ke8ehatan, 
keagamaan, kesenian, adat istiadat dan 
keolahragaan non profesional. 

30. Anggota masyarakat adalah penduduk Kota Batam 
yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Ponduduk 
(KTP) Kota Batam. 

31. Lembaga Swadaya Masyarakat yang sehnjutnya 
disingkat LSM adalah organisasi non pe·11erintah 
yang didirikan oleh perorangan ataupun 
sekelompok orang secara sukarel~t yang 
memberikan pelayanan kepada masyaraka·: umum 
tanpa bertujuan untuk memperoleh ket:ntungan 
dari kegiatannya. 

32. Hari adalah hari kalender. 

33. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas 
kekayaan yang dipisahkan dan dipen.ntukkan 
dalam mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, 
keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak 
mempunyai anggota. 

34. Rumah Ibadah adalah suatu tempal yang d bangun 
khusus untuk melaksanakan kegiatan 
ibadahjritual keagamaan. 

35. Panti Asuhan adalah suatu wadah tempat 
menampung, mengasuh, memelihara dan :11embina 
anak-anak yatim dan atau piatu. 

36. Dana Aokasi Khusus Non Fisik Bantuan 
Operasional Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia 
Dini yang selanjutnya disebut DAK Non Fisik BOP 
PAUD adalah dana yang dialokasikan dalam APBN 
kepada Daerah untuk membantu per:yediaan 
pendanaan biaya operasional non personalia bagi 
Satuan Pendidikan yang menyelen sgarakan 
program pendidikan anak usia dini. 

37. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, 
Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan 
Satuan PAUD Sejenis. 

38. Satuan Pendidikan Non Formal adalah Satuan 
Pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan 
program pendidikan Anak Usia Dini. 

39. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bat::tm, yang 
merupakan Bank yang diserahi wewenang dan 
tanggung jawab sebagai tern pat penyimpanan Uang 
Daerah untuk menampung seluruh pe 1erimaan 
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh 
pengeluaran daerah. 

40. Aparat Pengawasan Intern PemerintarJ (APIP) 
adalah aparat pengawasan yang bertugas pada 
Inspektorat Daerah Kota Batam. 



41. Daftar Hitam Penerima Hibah atau Bantu;ln sosial 
adalah daftar yang diterbitkan oleh Ins oektorat, 
yang berisikan nama-nama penerima hibah atau 
bantuan sosial yang tidak menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban atau yang menyalah5unakan 
hi bah atau bantuan sosial. 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal2 

Ruang lingkup Peraturan Walikota 1m meliputi 
penganggaran, pelaksanaan dan penatatt:;ahaan, 
pelaporan dan pertanggungjawaban serta mo::1itoring 
dan evaluasi hibah dan bantuan sosit:Ll yang 
pendanaannya bersumber dari APBD. 

Pasal3 

( 1) Hi bah dapat berupa uang a tau barangjjasa. 

{2) Bantuan so sial dapat berupa uang a tau ba :-ang. 

Pasal4 

Belanja Hi bah berupa barang, sebagaimana d: maksud 
dalam Pasal 3 ayat (1), berupa: 

a. tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunar., jalan, 
irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya; 

b. hewan dan tumbuhan; dan/ a tau 

c. aset tetap tidak berwujud seperti perangka: lunak. 

BAB Ill 
HIBAH 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 5 

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikarc hibah 
sesuai kemampuan keuangan Daerah, setelah 
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib 
Daerah dan belanja urusan pilihan sesuat 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Pemberian hibah sebagaimana dimakswi pada 
ayat {1) ditujukan untuk menunjang pen:apaian 
sasaran program dan kegiatan Pemerintal-. Daerah 
sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam 
mendukung terselenggaranya fungsi 
pemerintahan, pembangunan dan kemasya.:-akatan 
dengan memperhatikan asas keadilan, ker:·atutan, 
rasionalitas, dan manfaat untul~ masyarak.lt. 



(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksul pada 
ayat (1) memenuhi kriteria: 

a. peruntukannya 
ditetapkan; 

secara spesifik telah 

b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak 
secara terus menerus setiap tahun f:.nggaran 
sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah 
kecuali ditentukan lain oleh p ~raturan 
perundang-undangan; 

c. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah 
Daerah dalam mendukung terselenggaranya 
fungsi pemerintahan, pembangumu1 dan 
kemasyarakatan; dan 

d. memenuhi persyaratan penerima hibaL 

(4) Hibah diberikan secara tidak mengikat dan lldak 
secara terus menerus sebagaimana dimak~;ud pada 
ayat (3) huruf b diartikan bahwa pemberian hibah 
tersebut ada batas akhirnya tergantung pada 
kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan 
atas kegiatan tersebut dalam menunjang 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, kecuali 
diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang­
undangan 

Pasal6 

(1) Hibah dapat diberikan kepada: 

( 1) 

(2) 

(3) 

a. Pemerintah Pusat; 

b. Pemerintah Daerah lain; 

c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan usaha 
Milik Daerah; danjatau 

d. Badan, Lembaga 
Kemasyarakatan yang 
Indonesia. 

Pasal 7 

dan Organisasi 
berbadan hukum 

Hibah kepada Pemerintah Pusat seb3.gaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada 
satuan ker]a dari kementerianjlembaga 
pemerintah non kementerian yang wilayah 
kerjanya berada dalam daerah. 

Hibah kepada Pemerintah Daerah lain 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b 
diberikan kepada daerah otonom bc;.ru hasil 
pemekaran daerah sebagaimana dia1nanatkan 
peraturan perundang-undangan. 

Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara dan 
Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana :limaksud 
dalam Pasal 6 huruf c diberikan dala:u rangka 
penerusan hi bah yang diterima pemerintlh daerah 
dari Pemerintah sesuai dengan :<etentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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(4) Hibah kepada Badan, Lembaga yang b"badan 
hukum Indonesia sebagaimana dimaksuG dalam 
Pasal 6 huruf d diberikan kepada Badc_n dan 
Lembaga: 

a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan so::ial yang 
dibentuk berdasarkan peraturan perundang­
undangan; 

b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan so::ial yang 
telah memiliki surat keterangan terdaf:ar yang 
diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, 
Gubernur atau Bupati/Walikota; a tau 

c. yang bersifat nirlaba, sukarela dan soEial yang 
berupa kelompok masyarakatjkf·8atuan­
kesatuan masyarakat hukum adat sepanJang 
masih hidup dan sesum dengan 
perkembangan masyarakat, dan 
keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat 
danfatau pemerintah daerah melalui 
pengesahan atau penetapan dari pimpinan 
instansi vertikal atau kepala satuan kerja 
perangkat daerah terkait sesuat dengan 
kewenangannya; 

(5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatetn yang 
berbadan hukum Indonesia sebasaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah 01 ganisasi 
kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan 
a tau organisasi kemasyarakatan yang t erbadan 
hukum perkumpulan yang telah menc!apatkan 
pengesahan badan hukum dari Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai k•!·:entuan 
peraturan perundang-undangan. 

( 1) 

(2) 

Pasal 8 

Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) diberikan setelah 
memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. memiliki kepengurusan yang jelas; 

b. memiliki surat keterangan domisili dari Camat 
setempat; 

c. berkedudukan dalam wilayah adminstrasi 
Kota Batam; 

d. memiliki sekretariat tetap; 

e. tidak masuk dalam Daftar Hitam ?enerima 
Hi bah. 

Hi bah kepada organisasi kemas:y arakatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) 
diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 



a. telah terdaftar pada kementerian yang 
membidangi urusan hukum dan ha:< asasi 
manusia paling singkat 3 tahun, kecuali 
ditentukan lain oleh peraturan perundang­
undangan; 

b. berkedudukan dalam wilayah adrr_inistrasi 
Kota Batam; 

c. memiliki sekretariat tetap; 

d. tidak masuk dalam Daftar Hitam I'enerima 
Hi bah. 

Pasal9 

Pelaksanaan programjkegiatan yang dibantu dengan 
dana hibah harus diselesaikan dalam tahun a:1ggaran, 
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang 
undangan. 

Bagian kedua 
Penganggaran 

Pasal 10 

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Ba.dan 
Usaha Milik Negara atau Badan Usah.3. Milik 
Daerah, Badan, Lembaga dan Q-·ganisasi 
Kemasyarakatan yang berbadan hukum 1.1donesia 
dapat menyampaikan usulan hibah secant tertulis 
kepada Walikota. 

(2) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
merupakan us ulan hi bah dalam bentuk u 3.ng yang 
disampaikan kepada Walikota melalui Bagian 
Umum Sekretariat Daerah dalam rangkap 2 (dua) 
untuk dilakukan pemeriksaan kelc: ngkapan 
persyaratan administrasi pengajuan hibah. 

(3) Apabila hasil pemeriksaan kelmgkapan 
persyaratan administrasi sebagaimana c imaksud 
pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkal', Bagian 
Urn urn Sekretariat Daerah menge .11balikan 
proposal dengan surat tertulis paling lc.mbat 7 
(tujuh) hari kerja terhitung sepk diterimanya 
proposal. 

(4) Walikota mendisposisi usulan hibah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) kepada SKPD terkait 
melalui Sekretaris Daerah untuk clilakukan 
pemeriksaan kelengkapan pe ~::;yaratan 
administrasi, kelayakan dan besaran bantuan 
pemberian hibah. 

(5) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disusun dalam bentuk Proposal dengan ~;ekurang­
kurangnya memuat : 

a. latar belakang; 

b. maksud; 

c. tujuan; 

d. hasil yang diharapkan; 



e. rencana penggunaan dana hibah; dan 

f. waktu pelaksanaan serta dilampiri dengan 
data pendukung lainnya. 

(6) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dalam bentuk barang disampaikan ke Vlalikota, 
untuk mendapatkan disposisi dari Walikcta dan 
didistribusikan kepada SKPD terkait. 

(7) Usulan hibah dalam bentuk barang seba,~aimana 
dimaksud pada ayat (6) disusun dalam bentuk 
Proposal dengan sekurang-kurangnya memuat: 

a. Jatar belakang; 

b. maksud dan tujuan; 

c. barang yang akan diterima; 

d. hasil yang diharapkan; dan 

e. waktu pelaksanaan serta dilampiri dengan 
data pendukung lainnya. 

(8) Proposal usulan hibah sebagaimana d rnaksud 
pada ayat (5) dan ayat (7) yang dismun dan 
ditandatangani oleh Ketua atau WakL Ketua 
danj a tau Sekretaris serta dibubuhi ·:.tern pel 
Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasya:~akatan 
yang bersangkutan. 

(9) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pacta 
ayat (4) melakukan evaluasi usulan proptJsal dan 
menyampaikan hasilnya berupa rekornendasi 
hibah kepada Walikota melalui TAPD. 

(10) Usulan hibah dalam bentuk barang seba~.aimana 
dimaksud pacta ayat (6) dievaluasi oleh SKPD 
terkait sebagai dasar pencantuman alokasi 
anggaran dalam program kegiatan. 

(11) TAPD memberikan pertimbangan atas rekcmendasi 
dan us ulan program kegiatan sebe gaimana 
dimaksud pacta ayat (9) dan ayat (10) sesuai 
dengan prioritas dan kemampuan Meuangan 
Daerah. 

(12) Usulan hibah beserta kelmgkapan 
administratifnya yang sudah disampaikan ke 
Pemerintah Daerah menjadi milik Pemerintah 
Daerah dan tidak dapat diminta kemlnli oleh 
pemohon. 

Pasal 11 

Usulan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
ayat (1) disampaikan kepada Walikota palin 0 larnbat 
sebelum penyampaian rancangan KUA dan P?AS atau 
Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (Kl'PA) dan 
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Peru'Jahan. 



Pasal 12 

( 1) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertin bangan 
TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 
(9) dan ayat ( 11) menjadi dasar pencHntuman 
alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan 
PPAS. 

{2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana 
dimaksud pacta ayat (1), meliputi anggaren hibah 
berupa uang dan barang/ jasa. 

Pasal 13 

( 1) Hi bah berupa uang dicantumkan dala 11 RKA­
PPKD. 

(2) Hibah berupa barang dicantumkan dalarn RKA­
SKPD. 

(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebaeaimana 
dimaksud pacta ayat (1) dan ayat (2) ~nenjadi 
dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 14 

(1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam ~dompok 
belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek 
belanja hi bah dan rincian obyek belan_ a hi bah 
pacta PPKD. 

(2) Hibah berupa barang dianggarkan dalam 
kelompok belanja langsung yang diformulasikan 
kedalam program dan kegiatan, yang c iuraikan 
kedalam jenis belanja barang, obyek belan~ a hi bah 
barang dan rincian obyek belanja hibah barang 
yang diserahkan kepada pihak ketiga/ rna syarakat 
pacta SKPD. 

Pasal 15 

( 1) Pemberian hi bah dalam bentuk uang da 1 barang 
ditetapkan dengan keputusan Walikota, setelah 
dianggarkan dalam APBD dan dijabarkc:.n dalam 
Peraturan Walikota mengenai Penjabaran APBD. 

(2) Pemberian hibah dalam bentuk uang dirnuat 
dalam Lampiran Peraturan Walikota tentang 
Penjabaran APBD dengan mencantumkan daftar 
nama penerima, alamat penerima dan besaran 
hi bah. 

(3) Format nama penerima, alamat penerima dan 
besaran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) tercantum di dalam Lampiran I P~~raturan 

Walikota ini. 
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Bagian ketiga 
Pelaksanaan dan penatausahaan 

Pasal 16 

(!) Pelaksanaan anggaran hibah berup< uang 
berdasarkan atas DPA-PPKD. 

(2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang 
berdasarkan atas DPA-SKPD. 

Pasal 17 

(I) Setiap pemberian hibah dalam bentuk uang 
dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani 
oleh Walikota atau Wakil Walikota atau Se::<:retaris 
Daerah atau kepala BPKAD dan penerima hibah. 

(2) Setiap pemberian hibah dalam bentuk barang 
atau jasa dituangkan dalam NPHD dan 
ditandatangani oleh Walikota atau Kepa.a SKPD 
terkait sesuai tugas dan fungsinya dan penerima 
hi bah. 

(3) Penandatanganan NPHD sebagaimana di:naksud 
ayat (1) dilakukan sebagai berikut: 

a. besaran sampai dengan Rp. 50.000.000,­
(lima puluh juta rupiah), maka NPHD 
ditandatangani oleh Kepala Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Dae:·ah dan 
Penerima Hibah; 

b. besaran diatas Rp. 50.000.000,- (lim> puluh 
juta rupiah) sampai dengar Rp. 
100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka 
NPHD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah 
dan Penerima Hibah; dan 

c. be saran diatas Rp.IOO.OOO.OOO,- (serE tus juta 
rupiah), maka NPHD ditandatangani oleh 
Walikota atau Wakil Walikota dan J:<::nerima 
hi bah. 

(4) Kepala SKPD terkait untuk hibah berup< barang 
dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah untuk hibah berupa uang 
menyiapkan draf NPHD untuk kemudian 
dikoordinasikan ke Bagian Hukum St!kretariat 
Daerah untuk dilakukan harmonisasi rejaksional 
hukum sebelum ditandatangani oleh Walikota 
atau pejabat sebagaimana dimaksud plda ayat 

(5) 

(6) 

(3). 

Belanja hibah harus digunakan sesuai dengan 
ketentuan sebagaimana tercantum dalarrt NPHD. 

Perjanjian hibah daerah sebagaimana ,]imaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) sekurang-kurangnya 
memuat ketentuan mengenai : 

a. pemberi dan penerima hibah; 

b. tujuan pemberian hibah; 
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(2) 

(3) 

(4) 

c. besaran dan rincian penggunaan hihah yang 
akan diterima; 

d. hak dan kewajiban; 

e. tata cara penyaluranjpenyerahan hibah; dan 

f. tata cara pelaporan hibah. 

Pasal 18 

NPHD sebagaimana dimaksud dalam P3.sal 17 
ayat (2) yang ditandatangani oleh Walikota atau 
Wakil Walikota dibubuhi paraf Sekretaris Daerah, 
Asisten Administrasi Umum, Kepala SKPD ter~ait, 
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan clan Aset 
Daerah, Kepala Bagian Hukum dan Kepala Biclang 
SKPD terkait seclangkan untuk NPI- D yang 
ditandatangai oleh Kepala SKPD, dibubu.1i paraf 
Sekretaris atau Kepala Bidang pada SKPD terkait, 
pada setiap halaman dan pada kotak paraf hirarki 
pada halaman yang ditandatangani oleh Walikota 
atau Wakil Walikota atau Kepala SKPD yang 
ditunjuk dan Penerima Hibah. 

NPHD sebagaimana dimaksud dalam Jl3.sal 17 
ayat (3) huruf a, clibubuhi paraf Kepala Bagian 
Hukum, Kepala Bidang Perbendaharaan Badan 
Pengelolaan Keuangan dan A set Daera!:, Kepala 
Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan 
Sekretariat Daerah dan Penerima Hib :~.h pada 
setiap halaman NPHD dan pacta kotak paraf 
hirarki pada halaman yang ditandatangani Kepala 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Ase1 Daerah 
dan penerima hibah. 

NPHD sebagaimana dimaksud dalam J:>asal 17 
ayat (3) huruf b, dibubuhi paraf Asisten 
Administrasi Umum, Kepala Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah, Kepala 
Bagian Hukum, Kepala Sub Bagian F'eraturan 
Perundang-undangan Sekretariat Daen1h dan 
Penerima Hi bah pacta setiap halaman N ?HD dan 
pada kotak paraf hirarki pada halam an yang 
ditanda tangani Sekretaris Daerah dan :::enerima 
hi bah. 

NPHD sebagaimana dimaksud dalam ?asal 17 
ayat (3) huruf c, dibubuhi paraf ~-ekretaris 
Daerah, Asisten Administrasi Umum Kepala 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 
Kepala Bagian Hukum dan Penerima Hi"Jah pada 
setiap halaman NPHD clan pacta kot•k paraf 
hirarki pada halaman yang di tandatangani 
Walikota atau Wakil Walikota dan penerima 
hi bah. 



Pasal 19 

(1) Walikota menetapkan Daftar Penerima Hibah 
beserta besaran uang atau jenis barang/je.Ba yang 
akan dihibahkan dengan Keputusan ~,Valikota 
berdasarkan Peraturan Walikota ·:entang 
Penjabaran APBD. 

(2) PPKD atau Kepala SKPD menyusun draft 
Keputusan Walikota sebagaimana dimaksc.d pada 
ayat ( 1), serta mengkoordinasikannya dengan 
Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk 
dilakuka harmonisasi redaksional hukum, 
sebelum diparaf oleh Sekretaris Daerah untuk 
selanjutnya ditandatangani oleh Walikota. 

(3) Daftar penerima hi bah sebagaimana d: maksud 
pada ayat (I) menjadi dasar 
penyaluranjpenyerahan hibah. 

(4) Penyaluranjpenyerahan hibah kepada renerima 
hibah dilakukan setelah NPHD ditandatan§,ani. 

(5) Penerima hibah yang sedang mengalam konflik 
internal atau memiliki dualisme kepene;urusan 
tidak dapat dilakukan pencairan hi bah. 

(6) Pencairan hibah dalam bentuk uang d lakukan 
dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), 
yaitu pemindahbukuan dari rekening Ka~. Daerah 
ke rekening penerima hi bah. 

(7) Penyerahan hibah dalam bentuk barang 
dilakukan dengan penandatangan Beri1 a Acara 
serah terima barang atas pemberian hi bah berupa 
barang. 

Pasal 20 

Mekanisme pcncairan 
dimaksud dalam Pasal 
berikut: 

dana hibah 
19 ayat (6) 

se be _gaimana 
adalah se bagai 

a. Kepala SKPD terkait menyc mpaikan 
pemberitahuan tertulis kepada penerima hibah 
mengenai besaran dana yang dianggark~n dalam 
APBD; 

b. Kepala SKPD terkait menyampaikan kepada 
penerima hibah agar menyerahkan syarat-syarat 
sebagai berikut : 

1. penyusunan Rencana Anggaran dan Be:·.anja 
(RAB) berdasarkan besaran dana yang 
disetujui dengan mengacu kepada proposal; 

2. Surat permohonan pencairan dana hi bah; 

3. rekening bank penerima hibah; dan 

4. melampirkan fotokopi KTP 
Ketua j penanggungjawab. 



c. berdasarkan surat Kepala SKPD sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, calon 
penerima hibah harus mengajukar surat 
permohonan pencairan dana hibah kepada 
Walikota melalui SKPD terkait der:.gan 
melampirkan syarat sebagaimana dimak~ ud pada 
huruf b; 

d. SKPD terkait melakukan verifikasi ·.erhadap 
kesesuaian RAB dengan proposal untuk 
direkomendasikan pencmran kepada V/alikota 
melalui PPKD; 

e. PPKD menerbitkan Surat Perintah P~nca:iran 
Dana (SP2D) setelah persyaratan seba12aimana 
dimaksud pada huruf b , huruf c dan huruf d 
lengkap dan pemohon menandatangar i Pakta 
lntegritas; 

f. PPKD memberitahukan secara tertulis kepada 
SKPD dan lnspektur rekapitulasi realisasi 
pencairan dana bantuan hibah sebagaimana 
dimaksud huruf e paling lam bat setia p akhir 
bulan setelah tanggal pencairan; 

g. SKPD terkait berdasarkan pembe:·itahuan 
sebagaimana dimaksud pada huruf f meh.kukan 
monitoring atas pelaksanaan :<:egiatan 
penggunaan dana oleh penerima hi bah. 

Pasa1 21 

Pengadaan barang dalam rangka hibah sebasaimana 
dimaksud da1am Pasa1 3 ayat (1) berpedoman pada 
peraturan perundang-undangan. 

I 1) 

(2) 

(3) 

Pasa1 22 

Penerima Belanja Hibah berupa barang a tau jasa 
mengajukan surat permohonan penyaluran 
Belanja Hibah barang a tau jasa kepada 'Nalikota 
melalui SKPD terkait yang melaksanakan proses 
pengadaan barang atau jasa, yang dilaksanakan 
setelah penetapan Keputusan Walikota tentang 
Daftar Penerima Hibah. 

Surat permohonan penyaluran belanja hibah 
barang atau jasa sebagaimana dimaksu:i pada 
ayat (1) menjadi acuan bagi SKPD terka.t da1am 
melaksanakan pengadaan barang a tau jc: sa pada 
jenis Belanja Hibah barang atau ja~;a yang 
tercantum da1am DPA-SKPD. 

Penyaluran belanja hi bah barang a tau ~ asa 
kepada penerima belanja hibah dilakukan setelah 
penandatangan NPHD. 
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(4) Kelengkapan dokumen hibah dalam bentuk 
barangjjasa yang akan diserahkan kepada 
penerima hibah adalah berupa cop:r Fakta 
Integritas, copy Keputusan Walikota, co JY Surat 
Pernyataan Tanggung Jawab Penerimc HiOah, 
NPHD dan Berita Acara Serah Terima 
Barang/ Jasa Hi bah. 

Bagian Keem pat 
Pelaporan dan pertanggungjawaban 

Pasal23 

(1) Penerima hibah berupa uang wajib menyanpaLkan 
laporan dan bukti pertanggungjawaba:1 hibah 
kepada Walikota melalui PPKD dengan saLnannya 
disampaikan kepada SKPD terkait. 

(2) Penerima hibah berupa barang menyanpaikan 
laporan pertanggungjawaban hibah kepada 
Walikota melalui kepala SKPD terkait. 

Pasal24 

( 1) PPKD menyampaikan daftar p-onerima 
hibah yang belum menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23 ayat (1) kepada SKP[• terkait 
paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum masa 
kewajiban melapor berakhir, dan/ a taL sesuai 
dengan pelaksanaan kegiatan setelah dana h:.bah 
disalurkan ke penenma dana hibah untuk 
ditindaklanjuti. 

(2) Tindak lanjut oleh SKPD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berupa: 

a. menyampaikan pemberitahuan terrulis 
pertama kepada penerima hibaf untuk 
segera menyampaikan laporan 
pertangungjawaban sesuai ketentuan 
peraturan yang berlaku; 

b. menyampaikan pemberitahuan tertulis 
kedua 30 (tiga puluh) hari sejak tar.ggal 
pemberitahuan pertama sebfq~aimana 
dimaksud pacta huruf a disa:npaikan, 
dimana penerima dana hibah tidak 
menanggapinya dengan penyampaian laporan 
pertanggungjawaban yang diminta; 

c. melaksanakan pengawasan penggun1an dana 
hibah oleh penerima dana hibah. 

(3) SKPD memberitahukan hasil tinclakl<.njut 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepula PPKD 
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya 
jangka waktu penyampaian laporan 
pertanggungjawaban hibah. 
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Pasal 25 

(1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisa:3i jenis 
belanja hibah pacta PPKD dalam tahun aoggaran 
berkenaan. 

(2) Hi bah berupa barangj jasa dicatat sebagai ·,oalisasi 
obyek belanja hibah pacta jenis belanja barang 
dalam program dan kegiatan pacta SKPD te:-lcait. 

Pasal 26 

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah c.tas 
pemberian hibah meliputi : 

a. usulan dari calon penerima hibah kepada 
Walikota; 

b. Keputusan Walikota tentang Penetapan Daftar 
Penerima Hibah; 

c. NPHD; 

d. Pakta Integritas dari penerima hibah yang 
menyatakan bahwa hi bah yang diterirr: a a ... mn 
digunakan sesuai dengan NPHD; dan 

e. bukti transfer uang atas pemberian hibab ber-J.pa 
uang atau berita acara serah terima barang atas 
pemberian hibah berupa barang. 

( 1) 

Pasal 27 

Penerima hibah bertanggungjawab 
dan material atas penggunaan 
diterimanya. 

secant formal 
hibch yang 

(2) Pertanggungjawaban penerima hibah melip1ti : 

a. laporan penggunaan hibah oleh penerima 
hi bah; 

b. surat pernyataan tanggung 
menyatakan bahwa hibah yang 
digunakan sesuai NPHD; dan 

Jawa;:; 
diteri:na 

yang 
telah 

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah 
sesuai peraturan perundang-undanpm bagi 
penerima hibah berupa uang atau sahnan 
bukti serah terima barang bagi peneriir.a hibah 
berupa barang. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pacta ayat (2) 
huruf a, paling sedikit memuat hal-ha. sebagai 
berikut: 

(4) 

a. pendahuluan; 

b. realisasi pemanfaatan hibah dan hasil:lya; 

c. foto dokumentasi penggunaan hi bah; dan 

d. penutup. 

Pertanggungjawaban sebagaimana dimak :;ud pada 
ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikac kepada 
Walikota paling lambat tanggal 10 bular. Januari 
tahun anggaran berikutnya. 
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(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaks·Jd pada 
ayat (2) huruf c, yang asli disimpan dan 
dipergunakan oleh pcnerima hi bah selak J obyek 
pemeriksaan. 

Pasal28 

(1) Dalam hal penerima hibah tidak menyampaL<an 
laporan pertanggungjawaban sampai dengan 
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 
27 ayat (4), Kepala SKPD memberikan pe·ngatan 
tertulis kepada yang bersangkutan yang berisi 
agar penerima hi bah menyampaikan 1 aporan 
pertanggungjawaban. 

(2) Apabila dalam 14 (empat belas) hari sejak tanggal 
surat peringatan tertulis pertama, penerirr .a hi"oah 
tetap tidak menyampaikan . aporan 
pertanggungjawaban yang diminta, maka Kepala 
SKPD menyampaikan peringatan tertuli:; kedua 
kepada penerima hibah. 

(3) Apabila setelah 14 (empat belas) hari seja~ tanggal 
surat peringatan tertulis yang kedua, :r:e nerima 
hibah tetap tidak menyampaikan .aporan 
pertanggungjawaban yang diminta, maka 1Nalikota 
mengenakan sanksi berupa menetapka n yang 
bersangkutan ke dalam daftar hitam, sebagai 
pihak yang tidak boleh diberikan hib >h oleh 
Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 3 (tiga) 
tahun berikutnya. 

(4) SKPD terkait merekomendasikan lembasa atau 
organisasi yang akan ditetapkan dalam daftar 
hitam kepada Walikota. 

(5) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2), serta penetapan Nalikota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disa:upaikan 
kepada penerima hibah atau alamat f'enerima 
hibah, baik secara langsung (kurir) atau melalui 
pos. 

(6) Walikota dapat memerintahkan Aparat Pengawas 
Intern Pemerintah (APIP) untuk mdakukan 
pemeriksaan terhadap penerima hibah yang tidak 
menyampaikan laporan pertanggunfjawaban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ay.lt (4). 

(7) Dalam hal adanya dugaan atau informasi 
penyalahgunaan hibah atau penerima hit·ah t:.dak 
menyampaikan pertanggungjawaban setdah 
dilakukan peringatan tertulis sebagaimana 
dimaksud pacta ayat (1) dan ayat (2), maka 
Walikota dapat meminta dilakukan acdit oleh 
Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) 

(8) Penerima Hibah wajib memenuhi permintum audit 
sebagaimana dimaksud pada ayat 17). 



(9) Audit sebagaimana dimaksud pada <yat (7) 
meliputi an tara lain kesesuaian pengguna :.tn dana 
hibah dengan NPHD dan proposal permohonan 
hibah serta bukti pertanggungjawaban. 

(10) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
disampaikan kepada Walikota paling lanbat 90 
(sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 
permintaan audit oleh Walikota. 

(11) Hasil audit sebagaimana dimaksud pacta <:tyat 1)0) 
menjadi bahan pertimbangan bagi Penerintah 
Daerah untuk tidak memberikan bantuan kepada 
penerima hibah. 

(12) Dalam hal hasil audit menyimpulkan adanya 
dugaan penyalahgunaan dana hibah, maka 
Walikota melalui Inspektur meninddclanjuti 
kepada pihak yang berwenang sesuai kf tentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(13) Kewajiban audit sebagaimana dimaksud paia ayat 
(7) tidak berlaku bagi penerima hibah benpa 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya. 

Pasal 29 

(1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat 
melakukan verifikasi atas .aporan 
pertanggungjawaban penggunaan hi bat, guna 
mevalidasi bahwa penggunaan hi bah suda 1 sesuai 
dengan peruntukannya sebagaimana yang 
tercantum dalam NPHD a tau proposal permohonan 
hibah yang sudah dilengkapi dengau bukti 
pertanggungjawaban. 

(2) Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebasaimana 
dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya 
penggunaan dana yang tidak sesum dengan 
peruntukannya, maka hasil verifikasi tersebut 
dilimpahkan kepada Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah (APIP) untuk ditindaklanjut. sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

Pasal30 

(1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan 
keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun 
anggaran berkenaan. 

(2) Hi bah berupa barang yang belum di!ierah kan 
kepada penerima hibah sampai dengan akhir 
tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai 
persediaan dalam neraca. 
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Pasal 31 

Realisasi hibah berupa barangjjasa dikonversikan 
sesuai standar akuntansi pemerintahan pada ~apcran 
realisasi anggaran dan diungkapkan pada catat:1n atas 
laporan keuangan dalam penyusunan ~aparan 
keuangan Pemerintah Daerah. 

Bagian Keempat 
Hibah OAK Non F'isik BOP PAUO 

Pasal 32 

Pemerintah Daerah menyalurkan hibah DAK Ncn Fisik 
BOP PAUD yang bersumber dari dana APBN sesuai 
petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Vlenteri 
Pendidikan dan Kebudayaan. 

Pasal33 

(1) Mekanisme pencairan dana hibah OAK N)n Fisik 
BOP PAUD dilaksanakan sesuai petunjuk teknis 
pelaksanaan OAK Non F'isik BOP PAUD yang 
ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan. 

(2) Penerima hibah OAK Non F'isik BOF PAUO 
menyampaikan laporan dan pertanggung awa:Jan 
sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanac_n DAK 
Non Fisik BOP PAUD dari Menteri Pendidi :<.:an dan 
Kebudayaan yang berlaku. 

(3) Hibah kepada BOP PAUO harus dituangkar dalam 
NPHD sesuai ketentuan Peraturan Walikotf. inL 

(4) Dinas Pendidikan melakukan 
kesesuaian RAE dengan 
direkomendasikan penca1ran 
melalui PPKO. 

verifikasi terhadap 
proposal untuk 
kepada 1 ~'alikota 

(5) Penerima hibah BOP PAUD wajib menyampaikan 
laporan dan bukti pertanggungjawaban hibah 
kepada Walikota melalui PPKD dengan sal inannya 
disampaikan kepada Dinas Pendidikan. 

(6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimakst.:.d pada 
ayat (5) disampaikan kepada Walikote paling 
lambat tanggal 10 bulan Januari tahun angga.ran 
berikutnya. 

(I I 

BABIV 
BANTUAN SOSIAL 

Bagian Kesatu 
Urn urn 

Pasal34 

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan 
sosial kepada anggotajkelompok ma:;yarakat 
sesuai kemampuan keuangan Daerah. 
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(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana cimaksud 
pacta ayat ( 1) dilakukan setelah memprio.:itaskan 
pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan 
pilihan dengan memperhatikan asas ..ceadilan, 
kepatutan, rasionalitas dan rnanfaat untuk 
masyarakat. 

(3) Pemberian bantuan 
Keputusan Walikota, 
APBD. 

Pasal35 

sosial ditetapkan 
setelah dianggarkan 

dengan 
didalam 

Anggotajkelompok masyarakat sebagaimana dinaksud 
dalam Pasal34 ayat (1) meliputi: 

a. individu, keluarga dan/ a tau kelompok masyarakat 
yang mengalami keadaan yang tidak stabi. sebagai 
akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, 
fenomena alam, atau tidak rnampu secara 
ekonomi yang dibuktikan dengan S·..lrat 
Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari LUI nh, agar 
dapat memenuhi kebutuhan hid up minimum; C:an 

b. lembaga non pemerintahan bidang per didikan, 
keagamaan, dan hi dang lain yang berpera n untuk 
melindungi individu, kelompok, Can/ a tau 
masyarakat dari kemungkinan terjadiny 3. re siko 
sosial. 

Pasal36 

(1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 34 ayat ( l) memenuhi kriteria: 

(2) 

a. selektif; 

b. memenuhi persyaratan penerirna bantuan; 

c. bersifat sementara dan tidak t.erus nenerus, 
kecuali dalam keadaan tertentu dapat 
berkelanjutan; dan 

d. sesuai tujuan penggunaan yang din~ratakan 

secara jelas/ eksplisit. 

Kriteria selektif sebagaimana dimaksud p.ida ayat 
(1) huruf a diartikan bahwa bantuan sash! hanya 
diberikan kepada calon penerima yang di1:ujukan 
untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial. 

(3) Kriteria persyaratan penerima bantuan 
:1urur b, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. memiliki identitas yang jelas; 

b. berdomisili di daerah; 

c. merupakan penduduk Batam, apabila 
penerima bantuan sosial adalah ndividu, 
keluarga danjatau masyarakat; 

d. terdaftar pada instansi ben.venang sesuai 
ketentuan peraturan perundang-ur.dangan, 



dalam hal penerima bantuan adalah or ~anisasi 
non pemerintah; 

e. memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu 
(SKTM) dari Lurah berdasarkan hasil verifikasi 
di lapangan bersama Ketua RT dan Kc:: tua RW 
yang dituangkan dalam Berita Acara, dalam 
hal penerima bantuan sosial adalah i:1dividu, 
keluarga dan/atau masyarakat yans tidak 
mampu secara ekonomi; 

f. Tidak masuk dalam daftar hitam pener:_ma 
bantuan sosial. 

(4) Kriteria bersifat sementara dan tidaL terus 
menerus scbagaimana dimaksud pada :.tyat (1) 
huruf c diartikan bahwa pemberian bantu~.11 sosial 
tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun 
anggaran. 

(5) Keadaan tertentu dapat berke .anjutan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nuruf c 
diartikan bahwa bantuan sosial clapat diJerikan 
setiap tahun anggaran sampai penerima ~anL.tan 
telah lepas dari resiko sosial. 

(6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebasaimana 
dimaksud pada ayat (I) huruf d bahwE tujuan 
pemberian bantuan sosial meliputi : 

a. rehabilitasi sosial; 

b. perlindungan sosial; 

c. pemberdayaan sosial; 

d. jaminan sosial; 

e. penanggulangan kemiskinan; dan 

f. penanggulangan bencana. 

Pasal37 

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 36 ayat (6) huruf a ditujukan untuk 
memulihkan dan mengembangkan kemampuan 
seseorang yang mengalami disfungsi so sial agar 
dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. 

(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 36 ayat (6) huruf b ditujuka:1 untuk 
mencegah dan menangani resiko dari gu:1.cangan 
dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, 
kelompok masyarakat agar kelan.ssungan 
hidupnya dapat dipenuhi sesua1 dengan 
kebutuhan dasar minimal. 

(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana d.ma!:<sud 
dalam Pasal 36 ayat (6) huruf c ditujukm untuk 
menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat 
yang mengalami masalah sosial mempuryai daya, 
sehingga mampu memenuhi kebutuhan d3sarnya. 
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(1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksuc dalam 
Pasal 36 ayat (61 huruf d merupakan ske 11a yang 
melembaga untuk menjamin penerima bantuan 
agar dapat memenuhi kebutuhan dasar f idupnya 
yang layak. 

(2) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (61 mruf e 
merupakan kebijakan, program, dan kegia :an yang 
dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok 
masyarakat yang tidak mempunyal atau 
mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak 
dapat memenuhi kebutuhan yang lay3k bagi 
kemanusiaan. 

(3) Penanggulangan bencana sebagaimana d maksud 
dalam Pasal 36 ayat (61 huruf f merupakan 
serangkaian upaya yang ditujukan untuk 
rehabilitasi. 

Pasal38 

(1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang 
yang diterima langsung oleh penerima tantuan 
so sial. 

(2) Bantuan sosial berupa uang sebasaimana 
dimaksud pada ayat ( 11 adalah uar g yang 
diberikan secara langsung kepada penerim 3 seperti 
beasiswa bagi anak miskin, yayasan I= engelola 
yatim piatu, nelayan miskin, masyaraka t lanjut 
usia, terlantar, cacat berat clan tt: njangan 
kesehatan putra putri pahlawan yan 5 tidak 

(31 

mampu. 

Bantuan sosial berupa barang se ba saimana 
dimaksud pad a ayat ( 1 I adalah bararL:S yang 
diberikan secara langsung kepada r:enerima 
bantuan sosial. 

Bagian Kedua 
Penganggaran 

Pasal39 

(11 Anggota/kelompok masyarakat menya 11paikan 
usulan bantuan sosial berupa uang secanL tertulis 
dalam rangkap 2 (dual kepada Walikota melalui 
Bagian Urn urn Sekretariat Daerah. 

(2) Usulan bantuan sosial yang berasal dari lembaga 
non pemerintahan harus berbentuk prop1)sal dan 
ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua 
dan/ a tau Sekretaris serta dibubuhi stem pel 
lembaga non pemerintahan yang bersangkutan. 

(3) Usulan bantuan sosial yang berasal dari ndividu, 
keluarga dan/ a tau masyarakat sc:kurang­
kurangnya memuat alasan permohonan tujuan 
penggunaan dana dan waktu 
pelaksanaanfpenggunaan dana serta d.ilampiri 
dengan data pendukung terkait. 
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(4) Proposal bantuan sosial sebagaimana di :naksud 
pada ayat {2) sekurang-kurangnya memue_t Ie_tar 
belakang, maksud dan tujuan, hasil yang 
diharapkan, rencana penggunaan bantuan sosial, 
dan waktu pelaksanaan serta dilampiri dengan 
data pendukung terka1t. 

{5) U sulan bantuan so sial a tau proposal us ulan 
bantuan sosial beserta kelengkapan 
administratifnya yang sudah disampailcan ke 
Pemerintah Daerah menjadi milik Pem~rintah 

Daerah dan tidak dapat diminta kembili deh 
pemohon. 

(6) Selain memenuhi ketentuan kriteria sebagaimana 
dimaksud Pasal 36 ayat (1), calon penerima 
bantuan sosial han1s memenuhi kelen:skapan 
administratif, dengan rincian sebagai berikut : 

a. untuk individu, keluarga danlatau k1~.ompok 
masyarakat adalah : 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk; 

2. Fotokopi Kartu Keluarga; 

3. Surat Keterangan Tempat Ting§_Hl oleh 
RT I RW setempat; dan 

4. Surat Keterangan Tidak Mampu (S \TM). 

b. khusus untuk bantuan sosial individu ysmg 
digunakan untuk beasiswa dan Jantuan 
pendidikan, hants memenuhi/ mela ltpir::<an 
persyaratan sebagai berikut : 

1. Salinan sah rapor IKHS; 

2. Fotokopi kartu pelajar I mahasiswa 

3. Surat keterangan sedang dalan rnasa 
pendidikan dari sekolah I kampus. 

4. Salinan sah KTP danlatau KK orar._g tua; 

5. Surat Keterangan Domisili dari Camat 
setempat; 

6. Surat Keterangan Tidak Mampu; d3n 

7. Pas photo pernohon bantuan. 

c. Untuk lembaga non Pemerintah adalah : 

1. fotokopi Akte atau bukti 
pendirianlpembentukan lemba~:a non 
pemerintah yang telah menc apatkan 
pengesahan instansil pihak yang 
berwenang a tau telah didaftarkar. kepada 
instansi yang berwenang; 

2. fotokopi NPWP; 

3. surat ketere.ngan domisili dari Camat 
setempat; dan 
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4. rencana dan gambar bangunan serta 
sertifikat tanah dan/ a tau bukti 
kepemilikan dan/ atau sewa tanc:.h a·~au 

bukti kontrak gedung dan/ a tau bangunan 
dalam hal bantuan sosial berupc:. uang 
yang akan digunakan un-cuk 
pem bangunan fisik. 

(7) Bagian Umum Sekretariat Daerah me akukan 
pemeriksaan kelengkapan penyaratan 
administrasi pengajuan usulan bantuar. sosial 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk 
diteruskan kepada Walikota. 

(8) Apabila hasil pemeriksaan kelen~kapan 
persyaratan administrasi sebagaimana dinaksud 
pada ayat (7) dinyatakan tidak lengkap, Bagian 
Umum Sekretariat Daerah mengembalikan 
proposal dengan sur at tertulis paling lc: mbat 7 
(tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya 
proposal sebagaimana format surat terlampir. 

(9) Walikota mendisposisikan usulan sebasaimana 
dimaksud ayat ( 1) kepada SKPD terkai: sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsinya untuk 
dilakukan evaluasi dan klarifikasi. 

( 10) Kepala SKPD terkait melakukan evalm si dan 
klarifikasi atas usulan sebagaimana d .maksud 
pada ayat (9), serta menyampaikan hasilnya 
berupa rekomendasi kepada Walikota melalui 
TAPD Pemerintah Daerah. 

(11) TAPD memberikan pertimbangan atas rekcmendasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (101 sesuai 
dengan prioritas dan kemampuan h·uangan 
daerah. 

Pasal40 

Usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksttd dalam 
Pasal 39 ayat (1) disampaikan kepada Walikota paling 
lambat sebelum penyampaian rancangan KUA clan atau 
Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (Kl PA) dan 
Prioritas dan Plafon Anggaran Semen tara Perubahan. 

Pasal41 

(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertirnbangan 
TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 
(10) dan ayat (11) menjadi dasar pencantuman 
alokasi anggaran bantuan sosial dalam nncangan 
KUA dan PPAS. 

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebe.gaimana 
dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran 
bantuan sosial berupa uang dan/atau ba ·ang. 
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Pasal42 

(1) Bantuan sosial berupa uang dicantumh.n dalam 
RKA-PPKD. 

(2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam 
RKA-SKPD. 

(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagairnana dimaksud 
pada ayat ( 1) dan ayat (2) menjaC! dasar 
penganggaran bantuan sosial dalam APBO sesuai 
peraturan perundang~undangan yang berla<u. 

Pasal43 

(1) Bantuan sosial berupa uang sebat;::aimana 
dimaksud dalam Pasal 41 ayat 1)) dianggarkan 
dalam kelompok belanja tidak langsur g, Jenis 
belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan 
sosial, dan rincian obyek belanja bantuc.n sosial 
pacta PPKD. 

(2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) diar ggarkan 
dalam kelompok belanja langsung yang 
diformulasikan kedalam program dan l:egiatan, 
yang diuraikan kedalam jenis belanja barang, 
obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan 
yang akan diserahkan kepada pihak 
ketigajmasyarakat, dan rincian obyek belanja 
bantuan sosial barang yang akan diserahkan 
pihak ketigajmasyarakat berkenaan pacta OPD. 

(3) Dalam rincian obyek belanja seba.;aima_na 
ctimaksud pacta ayat (1) dan ayat (2) dicartum·:,can 
nama penerima dan besaran bantuan sosial. 

(4) Walikota mencantumkan daftar nama p<~nerima, 
alamat penerima dan besaran bantuan sosial 
ctalam Lampiran Peraturan Walikota ·:entang 
Penjabaran APBD. 

(5) Format nama pener;ma, alamat penerima dan 
besaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud 
pacta ayat (4) tercantum dictalarn Lam Jirar. II 
Peraturan Walikota im. 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan dan penatausahaan 

Pasal44 

(1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosJal beru~a uang 
berdasarkan atas DPA-PPKD. 

(2) 

I 
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Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa 
barang berdasarkan atas DPA-SKPD. 



Pasal45 

( 1) Walikota menetapkan daftar penerima dan :;esa:.-an 
bantuan sosial dengan Keputusan \Valikota 
berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan 
Peraturan Walikota tentang penjabaran APH:J. 

(2) Penyaluranjpenyerahan bantuan sosial 
didasarkan pacta Daftar Penerima Bantuan So:sial 
yang tercantum dalam Keputusan \Valikota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (!). 

(3) PPKD atau Kepala SKPD menyusur. draft 
Keputusan Walikota 5ebagaimana dimaksud pacta 
ayat (2) dan mengkoordinasikannya dengar Bagian 
Hukum Sekretariat Daerah Kota Batam ;·=belum 
diparaf oleh Sekretaris Daerah untuk selc njut::1ya 
ditandatangani oleh Walikota. 

(4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan 
dengan cara pembayaran langsung (LSI yaitu 
pemindahbukuan dari rekening Kas Da~rah ke 
rekening penerima bantuan sosial. 

Pasal46 

Mekanisme pencairan dana Bantuan Sosial 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) adalah 
sebagai berikut : 

a. 

b. 

c. 

SKPD terkait menyampaikan infOrmasi kepada 
calon penerima dana bantuan sosial bahwa 
permohonannya telah dianggarkan dalarr. APBD 
beserta besaran dana yang akan diteri 11a oleh 
pemohon dan penjelasan tentang tata cara 
pengajuan pencairan dana bantuan sosial; 

berdasarkan informasi yang diberikan okh SKPD 
pemberi rekomendasi dana bantuan sosi 3.1, cal on 
penerima dana bantuan sosial harus meugajukan 
surat permohonan pencairan dana kepada 
Walikota melalui Badan Pengelolaan Keuan;san dan 
Aset Daerah dengan melampirkan reneana 
penggunaan dana yang telah dianf;gar:Kan, 
mengacu kepada usulan atau proposal 
permohonan awal, re~ening bank beserta asli surat 
pemberitahuan oleh SKPD terkait; 

Dalam hal calon penerima dana ban tua .1. so sial 
belum melampirkan rekening bank pada saat 
pengajuan permohonan dana bantuart sosial, 
maka permohonan pencairan dana bantuc.n sosial 
sebagaimana dimaksud pada huruf b Pasal ini, 
wajib dilampiri nomor rekening yang 
bersangkutan. 

SKPD melakukan vcrifikasi terhadap ku;est:.aian 
RAB dengan proposal untuk direkomenda:::.ikan 
pencairan pada Walikota melalui PPKD; 



e. PPKD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana 
(SP2D) setelah persyaratan sebagaimana dinaksud 
pada huruf b lengkap dan pe mohon 
menandatangani Pakta Integritas; 

f. PPKD memberitahukan secara tertulis kepada 
SKPD dan Inspektur rekapitulasi L<~alisasi 
pencairan dana bantuan sosial sebagaimana 
dimaksud huruf e paling lam bat setiap akhi:r bulan 
setelah tanggal pencairan. 

Pasal47 

Pengadaan barang dalam rangka ban tuan sosial 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 eyat (2) 
berpedoman pada peraturan perundang-undant:an. 

Bagian keempat 
Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

Pasal48 

(1) Penerima bantuan sosial berupa uang wajib 
menyampaikan laporan penggunaan ·Jantuan 
sosial kepada Walikota melalui Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah dan dan ternbusan 
disampaikan kepada SKPD terkait. 

(2) Penerima bantuan sosial berupa barang 
menyampaikan laporan penggunaan Jantuan 
sosial kepada Walikota melalui kepalE. SKPD 
terkait. 

(3) Penerima Belanja Bantuan Sosial wajib 
menggunakan uang dan/ a tau barang Bantuan 
Sosial yang diterima sesuai dengan peruntukan 
yang dicantumkan dalam proposal pernnhonan 
yang diajukan dan telah disetujui. 

(4) Penerima Belanja Bantuan Sosial clilarang 
mengalihkan sebagian atau seluruh uang 
danjatau barang Belanja Bantuan SosiELI yang 
diterima kepada pihak lain, dengan dalih a:Japun. 

(5) Dalam hal terdapat sisa dana Belanja :3antuan 
Sosial, maka Penerima Belanja Bantuan Sosail 
wajib mengembalikan ke Kas Umum Daerar.. 

Pasal49 

( 1) PPKD menyampaikan daftar penerima bantuan 
sosial yang belum menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban sebagaimana dimab:ud pada 
Pasal 48 ayat (1) kepada SKPD terkait paling 
lambat 60 (enam puluh) hari danfatau sesuai 
dengan pelaksanaan kegiatan setelah dana 
bantuan sosial disalurkan ke penerima dana 
bantuan sosial, untuk ditindaklanjuti. 



(2) Tindak lanjut oleh SKPD sebagaimana dinaksud 
pada ayat (1), berupa: 

a. menyampaikan pemberitahuan tertulis 
pertama kepada penerima bantuan sosial 
untuk segera menyampaikan laporan 
pertangungjawaban sesuai ketentuan 
peraturan yang berlaku; 

b. menyampaikan pemberitahuan tertulis kedua 
30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 
pemberitahuan pertama sebagaimana 
dimaksud pada huruf a disampaikan, dimana 
penerima dana bantuan sosial tidak 
menanggapinya dengan penyampaian laporan 
pertanggungjawaban yang diminta; 

c. melaksanakan pengawasan penggunaan dana 
bantuan sosial oleh penerima dana bantuan 
so sial. 

(3) SKPD memberitahukan hasil tindaklanjut 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 
PPKD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum 
berakhirnya jangka waktu penyampaian Japoran 
pertanggungjawaban. 

Pasa!SO 

( 1) Bantuan so sial berupa uang dicatat sebagai 
realisasi jenis belanja bantuan sosial paca PPKD 
dalam tahun anggaran berkenaan. 

{2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai 
realisasi obyek belanja bantuan sosial pacla jenis 
belanja barang dalam program dan kegiatan pada 
SKPD terkait. 

Pasal 51 

Pertanggungjawaban Pemerintah 
pemberian bantuan sosial meliputi : 

Daerah atas 

a. usulanfpermintaan tertulis atau proposal dari 
calon penerima bantuan sosial kepada Kepala 
Daerah; 

b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar 
penerima bantuan sosial; 

c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial 
yang menyatakan bahwa bantuan sos:_al yang 
diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; 
dan 

d. bukti transfer I penyerahan uang atas pe mberian 
bantuan sosial berupa uang atau bukti serah 
terima barang atas pemberian bantuar:. sosial 
berupa barang. 
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Pasal52 

(1) Penerima bantuan sosial bertanggu:1gjawab 
secara formal dan material atas penggunaan 
bantuan sosial yang diterimanya. 

(2) Pertanggungjawaban penenma bantuan sosial 
meliputi: 

a. laporan penggunaan bantuan sosicJ oleh 
penerima bantuan sosial; 

b. surat pernyataan tanggungjawab yang 
menyatakan bahwa bantuan sosuL yang 
diterima telah digunakan sesua1 :iengan 
usulan; dan 

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan 
sah sesuai peraturan perundang-undangan 
bagi penerima bantuan sosial berupa uang 
atau salinan bukti serah terima banmg bagi 
penerima bantuan sosial berupa barang. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pacta >yat (2) 
huruf a oleh lembaga non pemerintah. paling 
sedikit memuat hal-hal sebagai berikut : 

a. pendahuluan; 

b. realisasi pemanfaatan bantuan so~::ial dan 
hasilnya; 

c. foto dokumentasi penggunaan 
sosial; dan 

d. penutup. 

)antuan 

(4) Laporan penggunaan bantuan sosial oleh 
individu, keluarga dan/ a tau kelompok 
masyarakat disusun dalam format laporan 
sederhana yang menjelaskan penggunaan 
bantuan sosial dan fotokopi bukti pendukungnya, 
seperti kwitansi pembayaran. 

(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimab:ud pada 
ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikar. kepada 
Walikota paling lambat 6 (enam) bulan terhitung 
sejak tanggal diterimanya bantuan sosial. 

(6) Dalam hal penyerahan bantuan sosial 
dilakukan setelah bulan Juni pacta tahun 
anggaran bersangkutan, maka penyampaian 
pertanggungjawaban sebagaimana dimak::.ud pada 
ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada 
Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari 
tahun anggaran berikutnya. 

(7) Pertanggungjawaban se bagaimana dimaksud pacta 
ayat (2) huruf c yang asli, disimp<.n dan 
dipergunakan oleh penerima bantuau sosial 
selaku obyek pemeriksaan. 



Pasal53 

(1) Dalam hal penerima bantuan sosial tidak 
menyampaikan laporan pertanggung a waban 
sampai dengan 30 (tiga puluh) hari >ebelum 
berakhir jangka waktu sebagaimana dir:1aksud 
pada Pasal 52 ayat (5) dan/atau ayat (6), Walikota 
memberikan peringatan tertulis kepadc. yang 
bersangkutan yang berisi agar penerima 
bantuan sosial menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban. 

(2) Apabila dalam 14 (empat belas) hari sejak tanggal 
surat teguran tertulis pertama, penerima -Jantuan 
sosial tetap tidak menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban yang diminta, maka 
Walikota menyampaikan peringatan tertulj8 kedua 
kepada penerima bantuan sosial. 

(3) Apabila setelah 14 (empat belas) hari sejak tanggal 
surat teguran tertulis yang kedua, penerima 
bantuan sosial tetap tidak menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban yang diminta, maka 
Walikota mengenakan sanksi berupa menetapkan 
yang bersangkutan ke dalam daftar hitam pihak 
yang tidak boleh diberikan bantuan sm;ial dari 
Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 3 (tiga) 
tahun berikutnya. 

(4) SKPD terkait merekomendasikan lemba~a atau 
organisasi yang dimasukkan dalam daftu· hitam 
kepada Walikota 

(5) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pacta 
ayat (1) dan ayat (2), serta penetapan 'Nalikota 
sebagaimana dimaksud pacta ayat (3) disampaikan 
kepada penerima bantuan sosial atau kt~ alamat 
penerima bantuan sosial, baik secara l3.ngsung 
(kurir) atau melalui pos. 

(6) Walikota dapat memerintahkan Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah (AP!P) untuk 
melakukan pemeriksaan terhadap penerima 
bantuan sosial yang tidak menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban sebagaimana dimak::.ud pacta 
Pasal 52 ayat (5) dan ayat (6). 

(7) Dalam hal adanya dugaan atau i1forrnasi 
penyalahgunaan bantuan sosial atau penerima 
bantuan sosial tidak menyarnpaikan 
pertanggungjawaban setelah dilakukan peringatan 
tertulis sebagaimana dimaksud pacta 3yat (3), 
maka Walikota dapat meminta dilakukan audit 
oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintao (APIP). 

(8) Penerima bantuan sosial wajib memenuhi 
permintaan audit sebagaimana dimaks·Jd pacta 
ayat (7). 

(9) Audit sebagaimana dimaksud pada 3yat (7) 
meliputi antara lain kesesuaian penggunaan dana 
bantuan sosial dengan proposal penr.ohonan 
ban tuan sosial. 
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(10) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
disampaikan kepada Walikota paling lanbat 90 
(sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak 
tanggal permintaan audit oleh Walikota. 

(11) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada a;rat 110) 
menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah 
Daerah untuk tidak memberikan bantuan kepada 
penerima ban tuan sosial. 

(12) Dalam hal hasil audit menyimpulkan adanya 
dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial, 
maka Walikota melalui Inspektur menindt:.klanjuti 
kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 54 

(1) Walikota dapat melakukan verifikasi atas .aporan 
pertanggungjawaban penggunaan bantua:1 sosial, 
guna memvalidasi bahwa penggunaan t:antuan 
sosial sudah sesuai dengan usulan tantuan 
so sial. 

(2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana d- maksud 
pada ayat ( 1) dilakukan oleh SKPD terkait 

(3) Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana 
dimaksud ayat (1), ditemukan adanya 
penggunaan dana yang tidak sesuai dengan 
usulan bantuan sosial, maka hasil verifikasi 
tersebut dilimpahkan kepada Aparat Pengawasan 
Intern Pemerintah (APIP) untuk ditindaklanjuti 
sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 

( 1) 

Pasal55 

Realisasi bantuan sosial dicantumkan 
laporan keuangan Pemerintah Daerah 
tahun anggaran berkenaan. 

pad a 
dalam 

(2) Bantuan sosial berupa barang yanf belum 
diserahkan kepada penerima bantuan sosial 
sampai dengan akhir tahun anggaran bt~::-kenaan 
dilaporkan sebagai persediaan dalam nerCLca. 

Pasal 56 

( 1) Realisasi bantuan so sial berupa barang 
dikonversikan sesuai standar aku.ntansi 
pemerintahan pada laporan realisasi .:mggaran 
dan diungkapkan pada catatan atas laporan 
keu.angan dalam penyusunan laporan keuangan 
Pemerintah Kota. 

(2) Format konversi dan pengungkapan bantuan 
sosial berupa barang sebagaimana cLmaksud 
pada ayat (1) tercantum didalam Lanpiran II 
Peraturan Walikota ini. 
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BABV 
MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal57 

(I) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi 
atas pemberian hibah dan bantuan sosial. 

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) disampaikan kepada 
Walikota dengan tembusan kepada Ir.:.pektur 
meliputi kesesuaian proposal, RAB dengan SPJ. 

Pasal58 

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) terdapat penggunaan 
hibah dan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan 
usulan yang telah disetujui, penerima hibah dan 
bantuan sosial yang bersangkutan dikenakar sanksi 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

BAB VI 
PUBLIKASI 

Pasal 59 

Hibah atau Bantuan sosial yang diberika:~ oleh 
Pemerintah Oaerah dipublikasikan kepada ma:i:rarakat 
melalui media elektronik dan/ a tau media 
cetak/websites oleh Dinas Komunikasi dan Inf(lrmatika 
Kota Batam. 

Pasal 60 

(I) Penerima Hibah/Bantuan Sosial yang masck dalam 
daftar hitam Pemerintah Daerah, yang tidak boleh 
diberikan hibahjbantuan sosial sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasa, 53 ayat 
(3) dipublikasikanjdiumumkan melalui website 
Pemerintah Daerah. 

(2) PPKD atau SKPD terkait menyampaikan ketetapan 
daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
kepada Kepala Dinas Komunikasi dan lnfiJrmatika 
Kota Batam untuk dipublikasikan. 

BAB VII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 61 

Usulan hibah atau bantuan sosial yan.?; tidak 
mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Walikota mt tidak dapat diproses 
permohonannya. 



Pasal62 

(1) Dalam hal usulan hibah atau bantua 1 sosial 
tidak disetujui untuk dianggarkan dalam APBD, 
maka Kepala SKPD menyampaikan surat 
pemberitahuan penolakan penganggaran usulan 
tersebut kepada pemohon hibah atau :Jantuan 
sosial yang menyampaikan usulan. 

(2) Pemberitahuan penolakan tersebut disampaikan 
paling lam bat 30 (tiga puluh) hari terhitucg sejak 
diundangkannya Peraturan Daerah centang 
APBD. 

Pasal63 

Penerima hibah atau bantuan sosial clilarang 
mengalihkan hibah atau bantuan sosial yang diterima 
kepada pihak lain. 

BAB Vll 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal64 

Dengan ditetapkannya Peraturan 1m, maka 
ketentuan-ketentuan tentang Hibah dan l3antuan 
sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan 'Nalikota 
Batam Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan 
Bantuan Sosial dicabut dan dinyatakan tidak terlaku. 

Pasal65 

Peraturan Walikota m1 mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerir.tahkan 
pengundangan Peraturan Walikota 1m dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ba·:am. 

Diundangkan di Batam 
pada tanggal :lQ l'eliMGet 

SEJfRi:TAIRlS DAERAH 

Ditetapkan di Batam 
pada tanggal :18 c~ 2017 

2017 

BERlTA DAERAH KOTA BATAl\ll TAHUN 2017 NOMOR r;b( 
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LAMPIR.AN I: PERATURAN WALIKOTA HAT AM 
NOMOR : I?Lf TAHU~ 2017 
TANGGAL: 'lS !l!f(fm[or20: ., 

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN 
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA 

NAMA PENERIMA 

2 

-
ALAMAT PENERIMA 

-
3 

-

JUMI ,.\H (Rp) 

4 

WALIKOTA BATAlV. ---
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LAMPIRAN II: PERATURAN WALIKOTA BAT AM 
NOMOR : ~'{ TAHUN :2017 
TANGGAL: 'li ~20 17 

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN 
ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA 

-
NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUM -1\.H (Rp) 

-
2 3 

4 ---j 

-

-
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WALIKOTA BATAM 
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